Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Negeri Makassar dalam Mengajukan Keberatan Putusan BPSK (Studi Putusan No. 02/PDT.BPSK/2012/PN Mks.) by Siregar, Muh. Armadiansyah
IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN MELALUI
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR DALAM MENGAJUKAN KEBERATAN
PUTUSAN BPSK (Studi Putusan No. 02/PDT.BPSK/2012/PN.Mks.)
Skripsi
Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dan meraih Gelar Sarjana Hukum (SH)









Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : Muh. Armadiansyah Siregar
NIM : 10500113254
Tempat/Tgl.Lahir : Jayapura, 02 Juni 1995
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum
Alamat : Jalan Andi Tonro No. 30
Judul : Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan
Negeri Makassar Dalam Mengajukan Keberatan Putusan BPSK ( Studi
Putusan No. 02/PDT.BPSK/2012/PN. MKS)
Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar adalah
hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat,
atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh








 ﺎﻣا .ﻦﯿﻌﻤﺟا  ﮫﺒﺤﺻو  ﮫـﻟا  ﻰﻠﻋو , ﻦﯿﻠﺳﺮﻤﻟاو  ءﺎﯿــﺒﻧﻷا فﺮﺷا ﻰﻠﻋ م ﻼـﺴﻟاو  ة ﻼﺼﻟاو  ﻦﯿـﻤﻟﺎﻌﻟا بر  ﺪﻤﺤﻟا
ﺪـﻌﺑ
Rasa syukur yang sangat mendalam penyusun panjatkan kehadirat Allah swt.
atas segala limpahan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya sehingga penyusun dapat
menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Implementasi Penyelesaian
sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Negeri Makassar Dalam Mengajukan
Keberatan Putusan BPSK (Studi Putusan 02/pdt/BPSK/2012/PN.Mks.)” sebagai ujian
akhir program Studi di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Alauddin Makassar. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah paa baginda Nabi
Muhammad SAW yang menjadi penuntun bagi umat Islam.
Saya menyadari bahwa, tidaklah mudah untuk menyelesaikan skripsi ini tanpa
bantuan dan doa dari berbagai pihak. Penyusun mengucapkan terima kasih yang
teristimewa untuk kedua orang tua saya Ayahanda tercinta Syamsualam dan Ibunda
tercinta Hj. Suriani Bana, S.Pd, M.Pd yang tak henti-hentinya mendoakan,
memberikan dorongan moril dan materil, mendidik dan membesarkan saya dengan
penuh cinta kasih saying. Ucapan terima kasih juga kepada :
1. Orang tua tercinta Ayahanda Rahmad Siregar S.H. dan Ibunda Rosnaedah telah
memberikan doa, dukungan, perhatian serta kasih sayangnya dan terima kasih
atas kesabaran yang tak henti-hentinya menyemangati dan memberikan motivasi
selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Musafir Pababbari, M.Si, selaku Rektor UIN Alauddin Makassar
3. Bapak Prof. Dr. Darussalam Syamsuddin, M.Ag,selaku Dekan Fakultas Syariah
dan Hukum, Bapak Dr. H. Abd. Halim Talli, M.Ag, selakuWakil Dekan bidang
Akademik dan pengembangan lembaga, Bapak Dr. Hamsir, SH.,M.Hum, selaku
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Dr. H. M. Saleh
Ridwan, M.Ag, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Segenap
Pegawai Fakultas yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Teruntuk Ibu Istiqamah, SH., MH. dan Bapak Rahman Syamsuddin, SH., MH.
selaku Ketua dan Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Alauddin Makassar yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, nasehat,
motivasi demi kemajuan penyusun.
5. Teruntuk Bapak Drs. H. Munir Salim. MH dan Dr. Nur Taufik, M.Ag Selaku
pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan bimbingan, dukungan, nasihat,
motivasi demi kemajuan penyusun.
6. Teruntuk Seluruh Bapak dan Ibu Dosen serta jajaran Staf Fakultas Syariah dan
Hukum UIN Alauddin Makassar terkhusus Ibu Hera, Pak Rais dan Pak
Amiruddin yang telah memberikan ilmu, membimbing penyusun dan membantu
kelancaran sehingga dapat menjadi bekal bagi penyusun dalam penulisan skripsi
ini dan semoga penyusun dapat amalkan dalam kehidupan di masa depan.
7. Kepada Bapak Baso Rasyid, SH.MH yang telah memberikan kesempatan kepada
penyusun untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri makassar
8. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Ilmu Hukum terkhusus Angkatan 2013
“MEDIATOR” Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar.
9. Kepada yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian serta kasih sayangnya
dan terima kasih atas kesabaran yang tak henti-hentinya menyemangati dan
memberikan motivasi selama penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat-sahabat saya di kampus Amiruddin, Ahmad Alka, Rezki Ameliah
Nurhidayah, Astri Isnaeni, Mardas, Mirna Wahyuni, Farida Tahir, Nurannisa
anas, M. Cakra Romokoy, Eka Agusriani Syamsur, Nurjannah, Dhita Mita
Ningsih dan teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum “E” yang telah memberikan
semangat dan bantuannya kepada saya selama penyusunan skripsi ini.
11. Semua Pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan
bantuannya bagi penyusun dalam penyusunan penulisan skripsi ini baik secara
materil maupun formil.
Penyusun menyadari bahwa tidak ada karya manusia yang sempurna di dunia
ini. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun menerima kritik dan
saran yang membangun sehingga dapat memperbaiki semua kekurangan yang ada
dalam penulisan hukum ini.Semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi














A. Latar Belakang Masalah………………………………………………………1
B. Rumusan Masalah………………………………………..……………………5
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus………………………………………...5
D. Tujuan dan Kegunaan…………………………………………………………7
E. Kajian Pustaka………………………………………………………………...8
BAB 2 TINJAUAN TEORITIS………………………………………………...10-22
A. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa…………………….……………..10
1. Penyelesaian Sengketa Secara Letigasi………………………………….11







B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen………………………………18-22
1. Dasar Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen………………..18
2. Tugas dan Wewenang BPSK…………………………………………….20
3. Keberatan Terhadap Putusan BPSK……………………………………..22
BAB III METODE PENELITIAN…………………………………………….28-30
A. Jenis Penelitian………………………………………………………...…….28
B. Lokasi Penelitian………………………………………………………….…28
C. Pendekatan Penelitian ……………………………………………………….28
D. Metode Pengumpulan Data…………………………………………………..28
E. Sumber Data……………………………………………………………...….29
F. Instrumen Penelitian…………………………………………. ………..……30
G. Analisis Data…………………………………………………………………30
H. Pengujian Keabsahan Data…………………………………………..………30
BAB IV HASIL PENELITIAN………………………………………………...32-54
A. Mekanisme Dalam Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)……………………………….....32
B. Dasar analisa dan pertimbangan Hakim dalam putusan No.
02/pdt.BPSK/2012/PN. Mks. Yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar








PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-Latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin









ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث ṡa ṡ es (dengan titik diatas)
ج Jim J Je
ح ḥa ḥ Ha (dengan titik
dibawah)
خ Kha Kh ka dan ha
د Dal D De
ذ Zal Z zet (dengan titik diatas)
ر Ra R Er
ز Zai Z Zet
س Sin S Es
xش Syin Sy es dan ye
ص ṣad ṣ es (dengan titik
dibawah)
ض ḍad ḍ de (dengan titik
dibawah)
ط ṭa ṭ te (dengan titik
dibawah)
ظ ẓa ẓ zet (dengan titik
dibawah)
ع ‘ain ̒ apostrof terbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
ن Nun N En
و Wau W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ̓̓ Apostrof
ى Ya Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi
tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan
tanda ( ̓ ).
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2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambanya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َا fatḥah a A
ِا Kasrah i I
 ُا ḍammah u U
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Tanda Nama Huruf  Latin Nama
 َي fatḥah dan
yā̓̓
ai a dan i
 َو fatḥah dan
wau
au a dan u
Contoh:
ﻒﯿﻛ : kaifa
ل ﻮھ : haula
xii
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan












ā a dan garis
di atas
ي Kasrah dan yā ī i dan garis
di atas
و ḍammah dan wau Ữ u dan garis
di atas
Contoh:
ت ﺎﻣ : māta
ﻰﻣر : ramā
ﻞﯿﻗ : qīla
ت ﻮﻤﯾ : yamūtu
xiii
4. Tā marbūṭah
Tramsliterasi untuk tā’ marbūṭah ada dua yaitu: tā’ marbūṭah yang
hidup atau mendapat harakat fatḥah, kasrah, dan ḍammah, transliterasinya
adalah (t). sedangkantā’ marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun,
transliterasinya adalah (h).
Kalau pada kata yang berakhir dengan tā’ marbūṭah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah,
maka tā’ marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:
ل ﺎﻔط ﻻا ﺔﺿ ور : rauḍah al-aṭfāl
ﺔﻠﺿ ﺎﻔﻟا ﺔﻨﯾﺪﻤﻟا : al-madīnah al-fāḍilah
ﺔﻤﻜﺤﻟا : rauḍah al-aṭfāl
5. Syaddah (Tasydīd)
Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan
dengan sebuah tanda tasydīd ( ﹼ ), dalam transliterasi ini dilambangkan







Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf
kasrah ( ـــــؠ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi ī.
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Contoh:
ﻲﻠﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
ﻲﺑﺮﻋ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf
لا (alif lam ma’arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang
ditransliterasi seperti biasa, al-,baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsyiah
maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung
yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya
dan dihubungkan dengan garis mendatar ( - ).
Contoh :
ﺲﻤﺸﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
ﺔﻟ ﺰﻟاﺰﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
ﻟاﺔﻔﺴﻠﻔ : al-falsafah
دﻼﺒﻟا : al- bilādu
7. Hamzah.
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof ( ‘ ) hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah








8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah
atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau
kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa
Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim
digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur’an (dari al-Qur’ān), Alhamdulillah,
dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu
rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:
Fī Ẓilāl al-Qur’ān
Al-Sunnah qabl al-tadwīn
9. Lafẓ al-jalālah (ﷲ )
Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf
lainnya atau berkedudukan sebagai muḍā ilaih (frasa nominal), ditransliterasi
tanpa huruf hamzah.
Contoh:
ﷲ ﻦﯾد dīnullāh ﷲ ﺎﺑ billāh
Adapun tā’ marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada lafẓ al-
jalālah, ditransliterasi dengan huruf (t).contoh:
ﻢﮭﮭﻠﻟا ﺔﻤﺣر ﻲﻓ hum fī raḥmatillāh
10. Huruf Kapital
xvi
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (All caps),
dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang
penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang
berlaku (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menulis huruf awal
nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama permulaan kalimat. Bila
nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf
kapital tetap dengan huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata
sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang
tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku
untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-,
baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR). contoh:
Wa mā Muḥammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi bakkata mubārakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan
Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir
itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar
referensi. Contoh:
xvii
Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd,
Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan:
Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū).
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
swt. : subḥānahū wa ta’ālā
saw. : ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam
M : Masehi
QS…/…: 4 : QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli ‘Imrān/3: 4
HR : Hadis Riwayat
xviii
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NIM : 10500113254
Judul Skripsi :IMPLEMENTASI PENYELESAIAN SENGKETA
KONSUMEN MELALUI PENGADILAN NEGERI
MAKASSAR DALAM MENGAJUKAN KEBERATAN
PUTUSAN BPSK (Studi Putusan No.
02/PDT.BPSK/2012/PN.Mks.)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan upaya keberatan
terhadap putusan yang dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK) Makassar di Pengadilan Negeri Makassar, serta untuk mengetahui aturan
dan penilaian hakim terkait upaya hukum keberatan yang hanya berlaku pada
putusan arbitrase BPSK berdasarkan Putusan Nomor 02/PDT.BPSK/2012/PN.Mks.
Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Makassar. Tipe penelitian
yang digunakan berbentuk studi putusan dengan menggunakan model penelitian
kualitatif, serta penelitian lapangan berupa wawancara langsung dengan hakim
Pengadilan Negeri Makassar.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meski putusan dari Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen menyebutkan bersifat final dan mengikat, akan
tetapi pada kenyataannya dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui
arbitrase di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki putusan yang dapat di
ajukan kembali ke Pengadilan Negeri Makassar apabila terdapat pihak yang
meragukan hasil dari putusan yang telah di umumkan. Pengajuan kembali terhadap
putusan arbitrase BPSK di Pengadilan Negeri disebut sebagai upaya keberatan.
Upaya keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK diatur dalam Undang-undang
Perlindungan Konsumen yang menjelaskan mekanisme pengajuan upaya hukum
keberatan. Menurut hakim yang menangani perkara serupa, meski terlihat seperti
banding terhadap putusan arbitrase, upaya keberatan jelas berbeda dengan banding
karena memakan waktu yang lebih singkat.
Peneliti berharap adanya sosialisasi terkait mekanisme penyelesaian sengketa
diluar pengadilan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih memahami
dan memanfaatkan penyelesaian diluar pengadilan seperti pada badan penyesaian
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sengketa konsumen. Selain itu perlunya sosialisasi terkait mekanisme pengajuan
keberatan terhadap putusan arbitrase badan penyelsaian sengketa konsumen sehingga
pengertian final dan mengikat dari suatu putusan dapat diartikan lebih jauh.
1BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Negara Indonesia adalah Negara yang sedang berkembang dan dari tahun ke
tahun berkembang dari Negara agrarian menuju Negara yang berorientasi ke
industrial. Demikianlah sudah menjadi pengetahuan umum perkembangan industri
berskala kecil yang berupa Usaha Kecil Menengah (UKM) maupun industri-industri
berskala besar yang menyerap ribuan tenaga kerja dan tentu bermuara kepada
semakin membanjirnya produk-produk industry di tanah air kita. Kalau melihat
dilapangan usaha semakin banyaknya pelaku usaha barang dan jasa menawarkan
produknya ditengah tengah masyarakat sebagai konsumen tentunya hal tersebut tidak
lepas dari terjadinya sengketa antara pelaku usaha dan konsumen di berbagai daerah
di Indonesia yang tidak lain dominasi sengketa berasal dari ketidak sesuaian antara
barang yang dikonsumsi dengan harapan para konsumen.1
Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat berbagai kepentingan, dan hukum
mengatur hubungan hukum. Hubungan hukum itu terdiri dari ikatan-ikatan antara
individu dan masyarakat dan antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin
pada hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum atas peristiwa-peristiwa
tertentu. Hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam berbagai kaidah hukum
1 Yusuf Shofie, 2002,Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang
Perlindungan Konsumen (UUPK), Teori dan Praktek Penegakan Hukum, Citra Aditya Bakti,
Bandung, h. 39.
2tergantung isi kaedah hukum. Tujuan kaedah hukum yaitu kedamaian hidup antar
pribadi.2
Hukum perlindungan konsumen mendapat perhatian karena menyangkut
aturan-aturan guna menyejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku
konsumen, namun juga pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk
mendapat perlindungan, masing-masing mempunyai hak dan kewajiban, sehingga
tercipta sistem yang kondusif guna mewujudkan tujuan mensejahterakan masyarakat
secara luas dapat tercapai.3
Upaya pemberdayaan konsumen melalui pembentukan undang-undang yang
dapat melindungi kepentingan konsumen dan dapat diterapkan secara efektif di
masyarakat sangat dibutuhkan, di samping adanya kemudahan dalam proses
penyelesaian sengketa konsumen yang timbul karena adanya kerugian harta benda,
kesehatan tubuh atau kehilangan jiwa, dalam pemakaian, penggunaan atau
pemanfaatan produk dan/atau jasa oleh konsumen. Permasalahan yang dihadapi
konsumen di Indonesia, seperti juga yang dialami konsumen di negara-negara
berkembang lainnya, tidak hanya sekedar bagaimana memilih barang, tetapi jauh
lebih kompleks dari itu, yaitu menyangkut pada kesadaran semua pihak, baik itu
2 Johannes Ibrahim dan Lindawati Sewu, 2004, Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia
Modern, Refika Aditama, Bandung, h. 17
3 Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta,
h.1.
3pengusaha, pemerintah maupun konsumen sendiri tentang pentingnya perlindungan
konsumen.4
Upaya perlindungan dan pemberdayaan terhadap konsumen diwujudkan
dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Perlindungan Konsumen
(UUPK). Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa upaya pemberdayaan
konsumen merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat yang
diselenggarakan berdasarkan asas-asas pembangunan nasional. Dengan demikian,
diharapkan masyarakat konsumen yang dirugikan akan merasa terlindungi. Setelah
berlakunya undang-undang ini, yang semula diharapkan oleh semua pihak mampu
memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang timbul sebagai
pelaksanaan dari undang-undang tersebut, ternyata dalam penegakan hukumnya
terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan. Bagi pihak yang terlibat dalam
proses implementasinya. Perlindungan konsumen tidak dapat diterapkan secara
maksimal karena adanya berbagai kendala dalam penerapannya, terutama yang
berkaitan dengan prosedur acaranya.5 Pasal 48 UUPK menyebutkan: “penyelesaian
sengketa konsumen melalui Pengadilan mengacu pada ketentuan Peradilan umum
yang berlaku dengan memperhatikan ketentuan   dalam   pasal   45 diatas”.
Dengan ditegaskannya eksistensi hukum acara positif sebagai cara
4 Susanti Adi Nugroho, 2011, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kencana Prenada
Media, Jakarta, h. 9.
5 Susanti Adi Nugroho, 2011, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kencana Prenada
Media, Jakarta, h. 10
4penyelesaian sengketa konsumen di dalam UUPK, maka menimbulkan penafsiran
ganda karena ketentuan penyelesaian perkara perdata di Pengadilan didasarkan
kepada sistem Hukum Acara Perdata yang berlaku sekarang di lingkungan peradilan
bersumber dari ketentuan-ketentuan di dalam Herziene Indlandsch Reglement (HIR)/
Rechtsredlement Buitengewesten (RBg), Yurisprudensi, Peraturan Mahkamah Agung
dan Surat Edaran Mahkamah Agung. Salah satu kendala yang cukup membutuhkan
perhatian adalah adanya upaya keberatan yang dapat ditempuh oleh para pihak ke
Pengadilan Negeri atas suatu putusan  Badan Penyelesaian Sengketa Makassar
(BPSK) yang dalam ketentuan UUPK sudah dengan tegas dinyatakan bersifat final
dan mengikat. Dengan adanya kendala-kendala tersebut, maka tujuan dari undang-
undang yang antara lain melindungi kepentingan konsumen yang selama ini
terabaikan, dalam praktiknya masih belum optimal.
Salah satu bentuk rekomendasi yang disikapi oleh Mahkamah Agung untuk
menjembatani adanya kekosongan dan kebuntuan dalam proses pelaksanaan
penyelesaian sengketa, dan juga karena adanya kebutuhan yang sangat mendesak,
maka Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah
Agung Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan
terhadap Putusan BPSK (selanjutnya disebut “PERMA No.1/2006), yang bersifat
instruksi dari Lembaga Peradilan Tertinggi kepada Lembaga Peradilan di bawahnya.
Terbitnya PERMA ini juga dalam rangka menyamakan persepsi pada lembaga
peradilan di bawahnya. Walaupun demikian, masih harus diakui bahwa PERMA No.
1/2006 bukanlah merupakan satu-satunya jalan keluar yang dapat menjawab
5pertanyaan keseluruhan aspek, tetapi setidaknya dapat dianggap sebagai instruksi
yang lebih jelas kepada peran Lembaga Peradilan sebagai bagian dari penegakan
hukum UUPK, terutama permasalahan yang menyangkut proses beracara
penyelesaian sengketa konsumen.6
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas dapat dikemukakan beberapa rumusan
masalah yaitu :
1. Bagaimana mekanisme dalam mengajukan keberatan terhadap putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ke Pengadilan Negeri Makassar ?
2. Apa dasar analisa dan pertimbangan Hakim dalam putusan No. 02/pdt.
BPSK/2012/PN. Mks. Yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar yang telah
diproses sebelumnya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ?
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus
Agar permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini tidak terlalu luas dan
menyimpang dari rumusan permasalahan yang ditentukan, maka peneliti perlu
dibatasi permasalahannya sesuai dengan judul skripsi ini, maka penulis membatasi
permasalahan tentang  Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui
Pengadilan Negeri Makassar Dalam Mengajukan Keberatan Putusan BPSK (Studi
Kasus No. 02/pdt. BPSK/2012/PN. Mks.)
1. Fokus Penelitian
6 Susanti Adi Nugroho, 2011, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen, Kencana Prenada









Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rancana
yang sudah disusun secara matang dan terperinsi.
b. Penyelesaian Sengketa
Penyelesaian sengketa adalah metode dalam menyelesaikan permasalahan
dua orang atau lebih.
c. Konsumen
Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia
dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga dan orang lain,
maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.
d. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumne (BPSK)
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) adalah badan yang
bertugas menangani dan menyelesaiakan sengketa antara pelaku usaha dan
konsumen.
e. Putusan Hakim
7Suatu pernyataan oleh Hakim yang di ucapkan di persidangan, bertujuan
untuk menyelesaiakan atau memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya,
dimana pernyataan tersebut menimumbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.
f. Arbitrase
Cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan
pada perjanjian dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :
a. Untuk mengetahui mekanisme dalam mengajukan keberatan terhadap putusan
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ke Pengadilan Negeri Makassar.
b. Untuk mengetahui dasar analisis dan pertimbangan Hakim terhadap putusan No.
02/pdt. BPSK/2012/PN. Mks. Yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar yang
telah diproses sebelumnya di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
a. Kegunaan Teoritis
Agar penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan baru bagi penulis dan
pembaca terutama mengenai implementasi penyelesaian sengketa konsumen melalui
Pengadilan Negeri Makassar dalam mengajukan keberatan putusan BPSK (Studi
Kasus No. 02/pdt. BPSK/2012/PN. Mks.), sehingga dikemudian hari dapat dijadikan
pegangan bagi masyarakat selaku konsumen.
b. Kegunaan Praktis
Diharapkan dapat membantu masyarakat untuk memecahkan masalah-
8masalah yang timbul, khususnya dalam penyelesaian sengketa.
E. Kajian Pustaka
Sebagai bahan pertimbangan yang bertujuan untuk membedakan antara
penelitian ini dan penelitian sebelumnya ,sehingga memperkuat bahwasanya
penelitian ini adalah penelitian asli, ada beberapa tulisan. Antara lain sebagai berikut:
Skripsi yang ditulis oleh Vita Sulfitri Y. Haya,”Pelaksanaan Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Sengketa Konsumen Di Makassar”
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar 2013.7 Pada skripsi tersebut
bertujuan untuk mengetahui implementasi penyelesaian sengketa konsumen di Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen di Makassar dan untuk mengetahui keefektifan
dari putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha, sedangkan dalam skripsi  penulis lebih memfokuskan
penelitian pada implementasi penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan
Negeri Makassar dalam mengajukan keberatan putusan BPSK (Studi Putusan No.
02/pdt. BPSK/2012/PN. Mks.)
Selanjutnya skripsi yang ditulis oleh Antonius Suhadi AR,S.H.,M.H.”
Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mekanisme Konsoliasi, Mediasi,
Arbitrase Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”, Fakultas Hukum
7 Vita Sulfitri Y. Haya,”Pelaksanaan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Dalam Sengketa Konsumen Di Makassar”, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Makassar, 2013.
9Universitas Sriwijaya, 2009.8 Pada skripsi tersebut mengkaji tentang mekanisme
penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase,mediasi dan konsoliasi di BPSK,
sedangkan dalam skripsi  penulis lebih memfokuskan penelitian pada implementasi
penyelesaian sengketa konsumen melalui Pengadilan Negeri Makassar dalam
mengajukan keberatan putusan BPSK (Studi Putusan No. 02/pdt. BPSK/2012/PN.
Mks.).
Buku yang disusun oleh Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo berjudul “ Hukum
Perlindungan Konsumen”.9 Buku ini turut membantu menanamkan kesadaran hak
dan perlindungan hukum bagi konsumen. Pasal-pasal yang diuraikan dalam buku ini,
berikut penjelesannya, agar lebih mudah dipahami pembaca, baik kalangan akademis,
professional, LSM, organisasi sosial maupun masyarakat umum.
8 Antonius Suhadi.”Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Mekanisme Konsoliasi,
Mediasi, Arbitrase Pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”,skripsi, Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya,, 2009..





A. Tinjauan Tentang Penyelesaian Sengketa
Sengketa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah segala sesuatu yang
menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian atau perbantahan.1 Kata sengketa,
perselisihan, pertentangan dapat diartikan sama dengan konflik. Salah satu faktor
penyebab adanya sengketa adalah perbedaan pendapat dan antara dua pihak atau
lebih. Sebuah sengketa akan berkembang bila pihak yang merasa dirugikan telah
menyatakan rasa tidak puas, baik secara langsung kepada pihak yang dianggap
sebagai penyebab kerugian atau pihak lain sehingga inilah yang menjadi titik awal
para pihak untuk mengajukan sengketanya dalam pengadilan.
Sengketa yang timbul antara para pihak tersebut harus diselesaikan agar tidak
menimbulkan perselisihan yang berkepanjangan dan agar dapat memberikan
kepastian hukum bagi para pihak. Secara garis besar bentuk penyelesaian sengketa
dibagi menjadi dua bagian yaitu secara litigasi dan nonlitigasi.
Kedua bentuk penyelesaian tersebut masing-masing memiliki beberapa
perbedaan, antara lain:
a. Aspek Waktu
Pada penyelesaian sengketa secara litigasi akan memakan waktu yang relatif
lebih lama karena dimulai dari pengajuan gugatan sampai pada dikeluarkannya
putusan bisa membutuhkan waktu sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun.
1 Kamus Besar Bahasa Indonesia, “ pengertian sengketa”, h. 1315
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Sebaliknya, pada penyelesaian sengketa secara nonlitigasi akan membutuhkan waktu
yang relatif singkat dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi
dikarenakan adanya batasan waktu maksimal ditetapkan sampai pada pengambilan
keputusan.
b. Aspek Biaya
Penyelesaian sengketa litigasi yang membutuhkan waktu relatif lama akan
berdampak langsung pada biaya yang relatif besar yang harus dikeluarkan jika
menggunakan penyelesaian sengketa ini. Sebaliknya pada penyelesaian sengketa
secara nonlitigasi tentu akan membutuhkan biaya yang relatif lebih kecil
dibandingkan dengan penyelesaian sengketa secara litigasi.
Beberapa perbedaan tersebut menjadi alasan utama penyelesaian sengketa secara
nonlitigasi menjadi pilihan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaian
sengketa mereka.
1. Penyelesaian Secara Litigasi
Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan penyelesaian sengketa
melalui Pengadilan. Pada penyelesaian sengketa tersebut para pihak akan dihadapkan
pada kewajiban untuk saling memberikan bukit-bukti secara legal yang akan dinilai
berdasarkan asumsi-asumsi yuridis dan pada akhirnya akan ditentukan hasil akhirnya
dengan sebuah putusan (decision).2 Putusan tersebut mempunyai sifat memaksa dan
mengikat para pihak untuk dijalankan. Dengan dikeluarkannya putusan, maka akan
menimbulkan akibat hukum serta pada akhirnya akan memberikan kepastian hukum
2 D.Y Witanto, Hukum Acara Mediasi (Bandung: Alfabeta), 2011, h. 7.
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bagi para pihak. Sebelum sampai pada penjatuhan putusan, apabila tidak mencapai
perdamaian yang selalu diusahakan dalam penyelesaian sengketa perdata, maka para
pihak harus melalui beberapa tahapan penyelesaian sengketa secara litigasi. Adapun
tahapan tersebut, khususnya pada penyelesaian sengketa perdata, antara lain:
a. Pengajuan gugatan oleh Penggugat.
b. Proses mediasi untuk mengusahakan perdamaian.
c. Penyampaian eksepsi/jawaban oleh tergugat.
d. Penyampaian replik oleh penggugat.
e. Penyampaian duplik oleh tergugat.
f. Penyampaian alat-alat bukti penggugat dan tergugat.
g. Penyampaian tanggapan terhadap alat bukti yang diajukan pihak lawan oleh
penggugat dan tergugat.
h. Penyampaian kesimpulkan penggugat dan tergugat. dan
i. Pembacaan putusan oleh Majelis Hakim.
Penyelesaian sengketa secara litigasi pada umumnya hanya digunakan untuk
memuaskan hasrat emosional pribadi dengan harapan pihak lawannya dinyatakan
kalah oleh putusan Pengadilan.3 Oleh karena itu, pihak lawan yang dinyatakan kalah
dan tidak puas dengan putusan Pengadilan biasanya mengajukan upaya hukum.
Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada
semua pihak yang sedang berperkara di Pengadilan untuk mengajukan perlawanan
3 D.Y Witanto, Hukum Acara Mediasi, 2011, h. 8
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terhadap keputusan Hakim.4 Upaya hukum yang dapat ditempuh antara lain upaya
hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.
Upaya hukum banding adalah permohonan yang diajukan oleh salah satu
pihak yang terlibat dalam perkara agar penetapan atau putusan yang dijatuhkan
Pengadilan Negeri diperiksa ulang dalam tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi.
Dasar hukum pengajuan banding adalah Pasal 21 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.5 Upaya hukum banding diajukan oleh
pihak yang merasa belum puas dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Akan
tetapi, jika pengadilan tingkat banding tidak memberikan putusan yang sesuai dengan
yang diharapkan, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum lain yaitu
kasasi.
Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas
tertinggi atas putusan-putusan Pengadilan lain. Dasar hukum pengajuan kasasi adalah
pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
Dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut
tetapi hanya terbatas memeriksa perkara terhadap aspek yuridis yaitu:
a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
4 Sarwono, Hukum Acara Perdata: Teori dan Praktik (Jakarta:Sinar Grafika), 2011, h 351.
5 https://ikhwanmf.wordpress.com/2014/07/25/upaya-hukum-di-pengadilan/ diakses pada 30
April 2017 pukul 20.15 WIT
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c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-
undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang
bersangkutan.
Upaya hukum lain yaitu peninjauan kembali. Peninjauan kembali adalah
upaya agar putusan Pengadilan baik dalam tingkat Pengadilan Negeri, Pengadilan
Tinggi, maupun Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap (inracht).
Dasar hukum pengajuan peninjauan kembali diatur dalam pasal 66-76 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo.
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
2. Penyelesaian Sengketa Secara Non Letigasi
Penyelesaian sengketa secara nonlitigasi merupakan penyelesaian sengketa di
luar Pengadilan yang dinamakan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).
Berdasarkan pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan APS (UU Arbitrase dan APS) mendefinisikan sebagai lembaga
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para
pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi,
mediasi, konsiliasi, penilaian ahli dan arbitrase.
a. Konsultasi
Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak
tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak




Negosiasi adalah suatu proses tawar-menawar atau upaya untuk mencapai
kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis
dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar atas suatu masalah
yang sedang berlangsung.6 Dalam proses negosiasi, pihak yang bersengketa akan
berhadapan langsung untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi mereka
tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah.
c. Mediasi
Mediasi merupakan suatu prosedur dimana seseorang atau lebih bertindak sebagai
mediator yang sifatnya menengahi sebagai fasilitator bagi para pihak yang
bersengketa guna mencapai kesepakatan bersama. Proses mediasi selalu ditengahi
oleh seorang atau lebih mediator yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa.
d. Konsiliasi
Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu
komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/menjelaskan fakta-fakta
(konsiliator) dimana konsiliator akan membuatkan usulan-usulan untuk suatu
penyelesaian namun keputusan tersebut tidak mengikat.
e. Penilian Ahli
Penilaian ahli atau biasa juga disebut pendapat ahli adalah suatu keterangan yang
dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa kepada seorang ahli tertentu
6 Frans Hendra Winarta, Hukum Penyelesaian Sengketa: Arbitrase Nasional Indonesia dan
Internasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2012) h. 24.
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yang dianggap lebih memahami tentang suatu materi sengketa yang terjadi.
f. Arbitrase
Kata arbitrase berasal dari kata arbitrase (Latin), arbitrage (Belanda), arbitration
(Inggris), schiedspruch (Jerman), dan arbitrage (Prancis), yang berarti kekuasaan
untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau
wasit.7 UU Arbitrase dan APS dalam Pasal 1 Angka 1 mengartikan arbitrase sebagai
berikut: "Cara penyelesaian suatu sengketa di luar Peradilan umum yang didasarkan
pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang
bersengketa".
Berdasarkan batasan tersebut, dapat diartikan arbitrase sebagai salah satu cara
penyelesaian sengketa di luar peradilan umum (nonlitigasi) yang bentuknya berupa
perjanjian tertulis dari para pihak yang bersengketa, dimana proses penyelesaiannya
melibatkan pihak ketiga yaitu arbiter atau majelis arbiter sebagai pemutus sengketa
yang terjadi guna mencapai win-win solution bagi pra pihak.
Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat dilakukan oleh lembaga-
lembaga yang berwenang menangani sengketa diantaranya:
a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)
c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)
d. Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI)
7 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: PT Citra
Aditya Bakti, 2003), h. 107.
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e. Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)
f. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Salah satu lembaga yang menerapkan prinsip arbitrase dalam penyelesaian
sengketa adalah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kedudukan BPSK
sebagai lembaga yang menerapkan prinsip arbitrase diperkuat dengan kehadiran
Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang khusus mengamanatkan BPSK
sebagai badan penyelesaian sengketa antara pelaku usaha dan konsumen.
Dalam Islam Al-quran menjelaskan Pada (Q.S Al-hujurat’(49):10).
disebutkan :
 ِإ َنﻮُﻤَﺣُۡﺮﺗ ۡﻢُﻜﱠﻠَﻌَﻟ َ ﱠ ٱ ْاُﻮﻘﱠﺗٱَو ۚۡﻢُﻜۡﯾَﻮََﺧأ َﻦۡﯿَﺑ ْاﻮُﺤِﻠَۡﺻَﺄﻓ ٞةَﻮِۡﺧإ َنُﻮﻨِﻣۡﺆُﻤۡﻟٱ ﺎَﻤﱠﻧ١٠
Terjemahnya :
“Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah
(perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap
Allah, supaya kamu mendapat rahmat” (Q.S Al-hujurat’(49):10).8
Islam telah menganjurkan musyawarah dan memerintahkannya dalam banyak
ayat dalam al-Qur’an, ia menjadikannya sesuatu hal terpuji dalam kehidupan
individu, keluarga, masyarakat dan negara serta menjadi elemen penting dalam
kehidupan umat, ia disebutkan dalam sifat-sifat dasar orang-orang beriman dimana
keIslaman dan keimanan mereka tidak sempurna kecuali dengannya, ini disebutkan
dalam surat khusus. Allah berfirman:
8 Kementrian  Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, h. 516
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 َﻦﯾِﺬﱠﻟٱَو ْاُﻮﺑﺎََﺠﺘۡﺳٱ ْاﻮُﻣَﺎَﻗأَو ۡﻢِﮭِّﺑَﺮِﻟ َةٰﻮَﻠ ﱠﺼﻟٱ ۡﻢُﮭ َٰﻨۡﻗَزَر ﺎ ﱠﻤِﻣَو ۡﻢَُﮭﻨۡﯿَﺑ ٰىَرﻮُﺷ ۡﻢُھُﺮَۡﻣأَو
 َنُﻮﻘِﻔُﻨﯾ٣٨
Terjemahannya :
Dan (bagi) orang-orang yg menerima (mematuhi) seruan Tuhannya &
mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah
antara mereka, dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami
berikan kepada mereka. (as-Syura: 38).9
Hadist dari Al Adabun Nabawi :
 َﻢﱠﻠَﺳَو ِﮫْﯿَﻠَﻋ ُﷲ ﻰﱠﻠَﺻ ِﷲ ُل ْﻮُﺳَر ّل َﺎﻗ : َل َﺎﻗ ُﮫْﻨَﻋ ُﷲ َﻲِﺿَر َة َﺮْﯾَﺮُھ ْﻲَِﺑا ْﻦَﻋ
 .ٌﻦََﻤﺗ ْﺆُﻣ ُر ﺎََﺸﺘْﺴُﻤَْﻟا : .(دوواد ﻮﺑا و ي ﺬﻣ ﺮﺘﻟا ه اور)
Terjemahannya :
Dari Abu Hurairah ra. Berkata : Rasulullah saw bersabda “ Musyawarah
adalah dapat di percaya.” (HR. At tirmidzi dan Abu daud).
Jika dikaitkan dengan bentuk penyelesaian sengketa pada umumnya, maka
musyawarah bisa dikategorikan ke dalam bentuk negosiasi. Negosiasi adalah salah
satu strategi penyelesaian sengketa, di mana para pihak setuju untuk menyelesaikan
persoalan mereka melalui proses musyawarah, perundingan atau ‘urung rembuk’.
Proses ini tidak melibatkan pihak ketiga, karena para pihak atau wakilnya berinisiatif
9 Kementrian  Agama RI, Al-Quran dan terjemahannya, h. 487
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sendiri menyelesaikan sengketa mereka. Para pihak terlibat langsung dalam dialog
dan prosesnya.
B. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
1. Dasar Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan lembaga yang
bertugas menyelesaikan persengketaan konsumen di luar pengadilan. BPSK
merupakan lembaga khusus yang dibentuk oleh Pemerintah di tiap-tiap Daerah
Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.10 Dimana
BPSK telah memiliki aturan yang telah baku terkait tugas dan wewenangnya yang
diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,
serta pembentukannya diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001
Tentang Pembentukan BPSK.
Peraturan hukum yang mendukung terbentuknya BPSK antara lain:
a. Undang-Undang Nomor 8 Tentang Perlindungan Konsumen.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2001 Tentang Badan Perlindungan
Konsumen Nasional (BPKN).
c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Pengawasan
Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
d. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 Tentang Lembaga Perlindungan
Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM).
10 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005)
h. 76
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e. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).
f. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 301
MPP/Kep/10/2001 Tanggal 24 Oktober 2001 Tentang Pengangkatan
Pemberhentian Anggota Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(BPSK).
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 membentuk suatu lembaga dalam hukum
perlindungan konsumen, yaitu hukum perlindungan konsumen. Pasal 1 butir 11
Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa BPSK adalah badan
yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara pelaku usaha dan
konsumen. BPSK sebenarnya dibentuk untuk menyelesaikan kasus-kasus sengketa
konsumen yang berskala kecil dan bersifat sederhana.11
Salah satu tujuan diberlakukannya Undang-undang Perlindungan Konsumen
adalah agar terciptanya perekonomian yang sehat. Sehingga dalam perputaran
perekonomian serta dalam membangun perekonomian nasional para konsumen tidak
dirugikan. Dalam hubungannya dengan perlindungan konsumen di Amerika dikenal
adanya lembaga The Consumer Product Safetty Commission yang merupakan
institusi pemerintah.12
2. Tugas dan Wewenang BPSK
11 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum
Acara serta Kendala Implementasi, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 74.
12 Abdul Halim Barkatullah, Hukum  Perlindungan  Konsumen  “Kajian  Teorotis Pemikiran.
(Bandung: Nusa Media, 2008), hal. 181.
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Mengenai tugas dan wewenang BPSK diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang
Perlindungan Konsumen jo. Kepmenperindag Nomor 350/MPPK/Kep/12/2001
Tentang Pelaksanaan dan Tugas Wewenang dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen
yaitu :13
a. Melaksanakan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau
arbitrase atau konsiliasi;
b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam
undang-undang ini;
e. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen;
f. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang
terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap
perlindungan konsumen;
h. Memanggil, menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap
mengetahui pelanggaran undang-undang ini;
Keanggotaan  BPSK terdiri  atas  unsur  pemerintahan,  unsur konsumen,
unsur pelaku usaha, dengan ketentuan bahwa setiap unsur di wakili oleh sedikit-
dikitnya 3 (tiga) orang, dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. Pengangkataan dan
13 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum
Acara serta Kendala Implementasi, h. 82.
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pemberhentian anggota BPSK ditetapkan oleh menteri perindustrian dan
perdagangan.14
3. Keberatan Terhadap Putusan BPSK
Pada kenyataan sehari-hari, hukum lebih berkualitas plus-minus. Bila
dikatakan, hukum akan menghentikan kejahatan melalui sanksi pidana yang
diancamkan, sebetulnya itu baru awal proses. Itu baru cita-cita dan harapan
(aspirational). Jadi, sesudah ada peraturan, masih diperlukan tindakan agar apa yang
diinginkan hukum menjadi kenyataan. Masih diperlukan laporan masyarakat dan
yang mendukung “keinginan” hukum. Jadi, hukum atau peraturan hukum tidak
mampu menuntaskan rancangan secara akurat dan tuntas dengan bekerja sendiri.
Maka, di sini dikatakan, sebenarnya hukum hanya berkualitas plus-minus.15 Dalam
wacana sosiologis yang didasarkan realitas di masyarakat, hukum atau negara tidak
memegang monopoli. Masyarakat atau komunitas tertentu bisa membuat norma
sendiri, baik untuk mengisi kekosongan maupun tidak. Bentuk-bentuk Pengadilan
informal juga sering dijumpai di masyarakat yang menunjukkan, masyarakat
memiliki potensi kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri.16
Pada dasarnya untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka
yang pertama-tama harus diukur adalah sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau
14 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: Rajagrafindo Persada,
2005)., h. 77.
15 Satjipto Raharjo. Membedah Hukum Progresif. (Jakarta: Buku Kompas. 2006), h. 77.
16 Satjipto Raharjo. Membedah Hukum Progresif. (Jakarta: Buku Kompas. 2006), h. 78
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tidak.17 Begitu pula terhadap putusan yang di keluarkan oleh BPSK ataupun
Pengadilan Negeri. Sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (3) UUPK bahwa pada
prinsipnya putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mengikat berarti
putusan tersebut tidak membutuhkan upaya hukum lanjutan. Dengan dikeluarkannya
putusan yang bersifat final maka dengan sendirinya putusan yang di periksa telah
berakhir. Para pihak yang bersengketa harus tunduk dan melaksanakan putusan yang
bersifat final tersebut.18
Menyangkut ketentuan pasal 54 ayat (3) kiranya perlu dikemukakan pendapat
GoodPaster yang mengatakan bahwa dalam adjudikasi para pihak melepaskan hak
mereka untuk memutuskan sengketa mereka sendiri dan sebagai ganti kepercayaan
kepada adjudikator tetapi dalam mediasi penyelesaian sengketa ditentukan oleh
kesepakatan para pihak sendiri. Mediator sebagai pihak ketiga hanya membantu para
pihak merunding suatu perjanjian tetapi tidak membuat putusan yang bersifat
subtantif bagi penyelesaian sengketa. Adapun konsiliator di dalam penyelesaian
sengketa juga memberikan putusan, hanya saja putusan tersebut tidak mengikat para
pihak yang bersengketa, sebagaimana putusan arbitrator.19
Ketentuan pasal 54 ayat (3) UUPK yang menentukan : “putusan majelis
bersifat final dan mengikat”. Penjelasan pasal 54 ayat(3) UUPK yang memutuskan
17 Achmad Ali. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence).
(Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), h.375
18 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum
Acara serta Kendala Implementasi, h. 261
19 Ahmadimiru & Sutarman Yodo , Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2011), hal. 261
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“putusan majelis bersifat final adalah bahwa dalam Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen tidak ada upaya banding kasasi”. Sampai disini dapat dikatakan ketentuan
ini memenuhi ciri Undang-undang arbitrase modern yang dapat membawa putusan
arbitrase menjadi efektif. Undang-undang arbitrase modern menyampingkan campur
tangan yang luas dari pihak pengadilan umum. Namun harus ditelaah kembali
sampai seberapa jauh ketentuan ini dapat mendukung secara integrasi dan pasal
UUPK.20
UUPK tidak konsisten dalam mengkonstruksikan putusan BPSK karenadalam
pasal yang selanjutnya justru dikatakan bahwa pihak yang merasa keberatan terhadap
putusan BPSK dapat mengajukan upaya keberatan ke Pengadilan Negeri.21 Meskipun
penggunaan istilah keberatan tidak lazim dalam istilah hukum acara yang berlaku,
jika dikaitkan dengan ketentuan bahwa pengadilan negeri yang menerima pengajuan
keberatan wajib memberikan putusannya dalam waktu paling lama 21 (dua puluh
satu hari), sehingga tidaklah mungkin keberatan ini dianalogkan sebagai upaya
gugatan baru atau upaya perlawanan karena proses perkara gugatan baru atau
perlawanan sangatlah formal dan memerlukan waktu yang lama.22
Adanya peluang mengajukan gugatan terhadap putusan BPSK kepada
pengadilan sesungguhnya memiliki hakikat yang sama dengan upaya banding
20 Ahmadimiru & Sutarman Yodo , Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2011), hal. 262
21 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum
Acara serta Kendala Implementasi, h. 261.
22 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum
Acara serta Kendala Implementasi, h. 264.
25
putusan BPSK keduanya adalah sama “menganulir sifat final dan mengikat” dari
putusan arbitrase oleh BPSK benar-benar bersifat benar dan mengikat tentulah
jangka penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan paling lama hanya dua
puluh satu (21) hari. Disini ada waktu 79 (tujuh puluh Sembilan) hari yang dihemat,
dengan sendirinya ikut menghemat biaya yang tidak perlu dikeluarkan baik oleh
konsumen maupun pelaku usaha. Perhitungan tersebut, didasarkan pada
perhitunganjumlah hari dari setiap tahapan penyelesaian sengketa dalam undang-
undang perlindungan konsumen, yang seluruhnya maksimum 100 (seratus) hari
sampai mencapai putusan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. Jamgka waktu
seratus hari tersebut apabila ditempuh oleh pihak yang bersengketa.23
Melibatkan pengadilan negeri dalam pelaksanaan putusan lembaga arbitrase,
adalah ciri khusus lembaga arbitrase yang sekaligus merupakan segi kelemahan yang
dimilikinya. Hal ini terjadi karena arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa oleh
swasta didalam pelaksanaan putusannya tidak mempunyai daya paksa sebagaimana
putusan pengadilan negeri. Putusan pengadilan negeri apabila tidak dilaksanakan
secara sukarela oleh pihak yang dikalahkan maka pengadilan negeri melalui alat
kekuasaan negara dapat melaksanakan putusan tersebut.24
Ketiadaan pengaturan tentang tata cara diajukan keberatan menjadi hambatan
bagi pengadilan negeri dalam melakukan upaya pemeriksaan keberatan oleh karena
23 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2011), h. 265.
24 Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2011), h. 267.
26
itu dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2006 mengenai “Tata
Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan BPSK”’ maka diperoleh persamaan
pandangan dalam menafsirkan suatu peraturan.25
Dalam menyikapi hal ini mahkamah agung menetapkan bahwa keberatan
merupakan upaya hukum yang hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang
di keluarkan oleh BPSK saja tidak meliputi putusan BPSK yang timbul dari mediasi
dan konsiliasi. Putusan mediasi dan konsiliasi dapat disepadankan dengan adanya
suatu perdamaian (dading) di luar pengadilan atau di dalam pengadilan sehingga
putusannya bersifat final dan mengikat.26
Pasal 3 ayat (1) PERMA No. 1 Tahun 2006 menentukan bahwa keberatan
terhadap putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan/atau konsumen
kepada pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut. Dalam
menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan, baik konsumen maupun pelaku
usaha harus tunduk pada ketentuan batas waktu yang ditetapkan oleh undang-
undang, yaitu 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan
BPSK.27
Dokumen yang disertakan pada saat pendaftaran perkara keberatan sekurang-
25 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum
Acara serta Kendala Implementasi, h. 363.
26 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum
Acara serta Kendala Implementasi,, h. 364.
27 Pasal 3 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2006
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kurangnya terdiri dari:28
a. Memori keberatan yang memuat alasan-alasan yang menjadi keberatan bagi pihak
pemohon keberatan terhadap putusan BPSK;
b. Keberatan diajukan kepada Ketua pengadilan negeri ditempat konsumen
bertempat tinggal;
c. Salinan putusan BPSK;
d. Surat kuasa khusus bagi pemohon kepada kuasa hukumnya (bila pemohon
menguasakan kepada kuasa hukum, dan fotokopi kartu advokat kuasa hukum yang
bersangkutan).
PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan
Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, setidaknya dapat
berfungsi untuk menyamakan persepsi lembaga peradilan sebagai bagian dari proses
penegakan hukum Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan dengan
lembaga BPSK. Karena salah satu kunci kesuksesan upaya penegakan hukum oleh
lembaga peradilan, haruslah memiliki persamaan standar pemeriksaan (standar of
review) dalam proses beracaranya.29 Sehingga PERMA Nomor 1 Tahun 2006
tersebut dapat menjawab perbedaan pendapat terkait keberatan terhadap putusan
BPSK itu sendiri.
28 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum
Acara serta Kendala Implementasi,,. h. 365.
29 Susanti Adi Nugroho, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum





Penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan di lapangan (field
reseach). Yaitu penelitian secara langsung di Pengadilan Negeri Makassar untuk
mengetahui bagaimana implementasi penyelesaian sengketa konsumen melalui
Pengadilan Negeri Makassar dalam mengajukan keberatan putusan BPSK (Studi
Kasus putusan No. 02/pdt. BPSK/2012/PN. Mks.)
B. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian di Pengadilan
Negeri  Kota Makassar, dengan alasan adanya kasus mengenai keberatan putusan
BPSK yang diajukan ke Pengadilan Negeri Kota Makassar.
C. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah studi
kasus. Studi kasus adalah suatu model penelitian kulitatif yang terperinci tentang
individu atau suatu unit sosial tertentu selama kurung waktu tertentu. Secara
mendalam studi kasus merupakan suatu model yang bersifat komprehansif, intens,
terperinci dan mendalam serta lebih diarahkan sebagai upaya untuk menelaah
masalah-masalah atau fenomena-fenomena yang bersifat kontenporer.1
1 Haris Hardiansyah, Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: Salemba
Humanika, 2010), h.76.
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D. Metode Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan
penilitian ini, antara lain :
1. Wawancara
Teknik pengumpulan data ini diperoleh dengancara Tanya jawab kepada
narasumber langsung yang bersangkutan Di Pengadilan Negeri Makassar
2. Observasi
Pengumpulan data dengan cara mempelajari, memahami, mencatat data yang
diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, serta data primer yang
diperoleh dari Pengadilan Negeri Makassar kota Makassar yang berkaitan dengan
penelitian.
3. Dokumentasi
Peniliti secara langsung datang ke pengadilan Negeri Makassar guna
mendapatkan data penelitian untuk menunjang analisis data penilitian sehingga
metode penelitian ini diharapkan mendapatkan hasil yang maksimal.
E. Sumber Data
Jenis data yang digunakan peniliti dalam penulisan penelitian ini adalah :
1. Data Primer
Untuk data primer, penelitian untuk memperoleh data primer dilakukan
dengan wawancara Hakim Pengadilan Negeri Makasssar. Dengan melakukan tanya
jawab secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat
dan ditujukan kepada narasumber.
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2. Data Sekunder
Untuk data sekunder, pengumpulan datanya dilakukan dengan cara menelaah
literatur-literatur yang relevan untuk penelitian. Selain itu penelitian ini dilakukan
dengan cara mengumpulkan data-data, yang mana data-data tersebut dapat dianalisis
dan mempunyai hubungan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.
F. Instrument Penelitian
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrument atau alat penelitian
adalah peneliti sendiri sehingga peneliti harus “divilasi”. Vilidasi terhadap peneliti,
meliputi:pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap
bidang yang diteliti, kesiapan peniliti untuk memasuki objek penelitian baik secara
akademik maupun logikanya.
G. Analisis Data
Adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan
diinterpretasikan. 2Penyusun dengan metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk
mengumpulkan data tersebut.3 Seluruh data yang diperoleh akan diolah dengan
menggunakan metode deduktif. Metode ini digunakann untuk menganalisis
bagaimana Implementasi Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan
Negeri Makassar Dalam Mengajukan Keberatan Putusan BPSK (Studi Kasus Putusan
No. 02/pdt. BPSK/PN. Mks.).
2 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei (Jakarta: LP3ES, 1989), h.
263.
3 Winarmo Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Dan Teknik (Bandung:
Tarsito, 1990), h. 139.
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H. Pengujian Keabsahan Data
1. Meningkatkan ketekunan
Meningkatkan ketekunan berarti melakukan secara lebih cermat dan
berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa
akan dapat direkam dengan cara sistematis.
2. Menggunakan Bahan Referensi
Yang diamksud dengan Bahan Referensi disini adalah adanya pendukung
untuk membuktikan data yang telah di temukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data
hasil wawancara dan observasi yang telah ditemukan oleh peneliti.
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BAB IV.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHSAN
A. Mekanisme Dalam Mengajukan Keberatan Terhadap Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Putusan Nomor 02/Pdt.BPSK/2012/PN.Mks. merupakan suatu putusan yang
dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Makassar. Putusan tersebut dikeluarkan sebagai
jawaban dari gugatan pemohon keberatan/tergugat yakni PT. Bakti Persada Perkasa
yang mengajukan keberatan terhadap putusan yang dikeluarkan oleh BPSK.
Termohon keberatan/penggugat dalam kasus keberatan terhadap putusan BPSK
adalah Iche Hardiningsih sebagai pihak konsumen. Duduk perkara dimulai dengan
panggilan pertama yang dikeluarkan oleh BPSK terhadap tergugat.
Pemanggilan tersebut disebabkan masuknya gugatan yang berisi meminta
pemohon keberatan/tergugat memberikan Sertfikat Hak Milik (SHM) yang diajukan
termohon. Dengan masuknya putusan tersebut, BPSK selaku badan penyelesaian
sengketa diluar pengadilan menyelesaikan perkara dengan jalur arbitrase yang
merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa yang ada di BPSK. Penyelesaian
perkara tersebut memakan waktu selama 21 hari. Dan pada Tanggal 25 Juni 2012
BPSK mengeluarkan putusannya.
Keputusan BPSK Nomor 37/ BPSK/ I/2012, menyebutkan bahwa dalam
sidang pertama pemilihan arbiter, pelaku usaha/tergugat hadir dan telah menunjukan
arbiter dari pelaku usaha yang mewakili kepentingan hukumnya, namun pada saat
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pembacaan putusan oleh BPSK pihak pelaku usaha atau kuasa hukum tidak hadir,
Dengan demikian putusan BPSK Kota Makassar aquo harus diberitahukan (relaas)
kepada pelaku usaha (in casu) , Dengan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan penggugat/konsumen tanpa hadirnya pelaku usaha.
2. Menghukum pelaku usaha untuk menyerahkan SHM/ 20284/ Tamalate
kepada konsumen selaku penggugat sebagai konsekuensi pelunasan harga
tanah dan bangunan rumah objek jual beli tanpa suatu syarat dan beban
apapun.
3. Menyatakan pelaku usaha telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 7
huruf a, b, Pasal 9 huruf k, Pasal 10 huruf b, c, Pasal 19 ayat (1), (2), (3)
Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
4. Menghukum pelaku usaha untuk membayar biaya sengketa sebesar
Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
Putusan yang dikeluarkan BPSK tersebut tidak dapat diterima oleh pihak
tergugat dan dalam waktu kurang dari 14 hari yaitu pada tanggal 13 juli  2012
tergugat mengajukan keberatan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh
pihak BPSK ke Pengadilan Negeri Makassar, Keberatan tersebut berisi penjelasan
terhadap putusan BPSK yang dianggap tidak benar.
Bahwa dalam Putusan BPSK Kota Makassar dalam perkara ini dibacakan,
pihak pelaku usaha atau kuasa hukum tidak hadir, dengan demikian Putusan BPSK
kota Makassar harus diberitahukan kepada pelaku usaha Drs. La Tunreng,
M.M.,selaku Direktur/Direksi P.T. Bakti Perkara Persada atau kuasa hukum dari
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pelaku usaha . termyata prosedur hukum tersebut tidak dijalankan oleh BPSK kota
Makassar dan pada tanggal 2 Juli 2012 baru diterimanya salinan putusan BPSK oleh
karyawan P.T. Bakti Persada, Permohonan pemeriksaan pelanggaran sengketa
konsumen yang dimohonkan oleh penggugat (Konsumen) tidaklah lengkap,
Permohonan pemeriksaan pelanggaran sengketa konsumen yang dimohonkan oleh
penggugat selaku konsumen kabur dan tidak jelas alasannya pihak konsumen
menuntut agar Pelaku Usaha menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 20284/Tamalate,
sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 20284/Tamalate tersebut tercatat sah atas nama
Drs. La Tunreng, MM., selaku pelaku usaha bukan atas nama Iche Hardiningsih
selaku Konsumen.
Berdasarkan pernyataan terseburt pemohon keberatan mengajukan
permohonan sebagai  berikut :
1. Menerima keberatan dari Pelaku Usaha  ini  karena benar dan berdasarkan
hukum;
2. Membetalkan Putusan Badan Penyelesaian  Sengketa Konsumen (BPSK)
pemerintahKota Makassar Nomor : 37/ BPSK/  I/ 2012, tanggal 25  juni
2012;
3. Menolak setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemeriksaan
Pelanggaran Sengketa Konsumen yang dimohonkan oleh Konsumen tidak
dapat diterima.
Berdasarkan penjelasan Pasal 45 ayat (2), penyelesaian damai adalah
penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa tanpa melalui
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pengadilan atau BPSK dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan
Konsumen. Dari penjelasan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa meskipun
konsumen telah mengajukan ke BPSK Kota Makassar, para pihak yang bersengketa
memiliki kesempatan damai. Akan tetapi pada perkara ini, pernyelesaian damai tidak
ditempuh sehingga keluar putusan dari BPSK, dan dari putusan tersebut pihak
tergugat tidak dapat menerima hasil yang dikeluarkan oleh BPSK sehingga
mengajukan keberatan.
Keberatan yang diajukan oleh pemohon/tergugat telah diatur dalam Undang-
Undang Perlindngan Konsumen Pasal 56 ayat (2). Meski dalam Pasal 54 ayat (3)
menyatakan bahwa putusan majelis bersifat final dan mengikat, bahwa dalam BPSK
tidak ada upaya banding dan kasasi. Pasal tersebut seharusnya bersifat meniadakan
upaya hukum yang dapat ditempuh untuk membatalkan putusan yang telah
dikeluarkan melalui arbitrase BPSK. Faktanya, terdapat peluang keberatan terhadap
putusan yang telah dikeluarkan BPSK, yang secara langsung mematahkan sifat final
dan mengikat undang-undang itu sendiri.
Pada Pasal 56 ayat (2) menyebutkan bahwa para pihak dapat mengajukan
keberatan kepada pengadilan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
menerima pemberitahuan putusan tersebut. Sehingga dapat dikatakan bahwa sifat
final dan mengikat dari putusan arbitrase itu sendiri tidak benar-benar final atau akhir
dari suatu perkara yang diharapkan diselesaikan dengan win-win solution di badan
yang menyediakan alternatif penyelesaian sengketa dan berujung pada litigasi yang
bersifat win-lose dalam putusannya.
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Berdasarkan bahan yang diperoleh dari Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen di Kota Makassar, jumlah kasus yang ditangani oleh Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Makassar dari tahun 2012 sampai dengan
2016 antara lain:
Tabel 1







Sumber Data: Kantor BPSK Kota Makassar, 2017.1
Tabel 2
Jumlah Kasus berdasarkan Cara Penyelesaian Sengketa di BPSK
Kota Makassar
CARA TAHUN
PENYELESAIAN 2012 2013 2014 2015 2016
Konsiliasi 0 0 0 1 0
1 Nurqalbi, “Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen”. Skripsi
(Makassar Fak. Syariah dan Hukum UIN Alauddin, 2017). h.. 52
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Mediasi 17 19 33 5 6
Arbitrase 38 3 0 2 0
Di Pengadilan Negeri Makassar, perkara yang muncul dari putusan BPSK itu
sendiri adalah merupakan perkara langkah terbukti tercatat hanya 1 perkara pada
tahun  2012 yang diajukan ke pengadilan Negeri Makassar tentang keberatan Putusan
BPSK.
Tabel Jumlah Keberatan Putusan BPSK di Pengadilan Negeri Makassar
Tahun Jumlah
2012 1
Sumber Data: Bagian Hukum Perdata  khusus Pengadilan Negeri Makassar, 2017
Pengajuan keberatan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK.
Dari jumlah keberatan yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar menjelaskan pula
bahwa tidak banyak perkara yang muncul disebabkan oleh keberatan tersebut. Akan
tetapi peluang dapat dibatalkannya suatu putusan alternatif penyelesaian sengketa
dapat mengurangi minat dari badan itu sendiri.
Salah satu tujuan berdirinya BPSK sebagai salah satu badan alternatif
penyelesaian sengketa di luar pengadilan adalah mempermudah penyelesaian suatu
perkara konsumen. Yang diharapkan memiliki putusan yang bersifat akhir dan tidak
dapat diajukan kembali ke pengadilan sehingga arbitrase selain dapat menjaga
kerahasiaan bagi para pihak yang bersengketa juga dapat menjadi pilihan yang pasti
bagi pencari keadilan dengan mempertegas bentuk penyelesaian perkara yang
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sederhana, biaya ringan dan tidak memakan waktu yang lama yang tentunya dapat
menguntungkan para pihak yang beperkara.
Pada kenyataannya dengan adanya peluang keberatan membuat arbitrase itu
sendiri kurang memiliki daya tarik sehingga masih banyak masyarakat yang memilih
penyelesaian melalui litigasi yang memakan waktu lebih lama dalam penyelesaian
perkara. Tujuan dari terbentuknya BPSK yang terdapat pada Pasal 49 ayat (1) yang
memaparkan bahwa pemerintah membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen
di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan
menjadi sepi peminat karena putusannya yang dapat diajukan kembali sebagai
keberatan ke pengadilan negeri. Sebenarnya dengan pemilihan penyelesaian perkara
di luar pengadilan sebagaimana yang telah diperjanjikan membuat pengadilan tidak
dapat menangani suatu perkara yang memutuskan penyelesaian melalui arbitrase
akan tetapi sebagaimana telah dijelaskan pula dalam Undang-undang Perlindungan
Konsumen yakni pada Pasal 45 ayat (4) bahwa apabila telah dipilih upaya
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat
ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau
oleh para pihak yang bersengketa. Dengan pemaparan pasal tersebut tentu semakin
memperjelas peluang keberatan terhadap putusan aribitrase BPSK.
Namun apabila ditinjau sebagai suatu usaha pencarian keadilan oleh para
pihak yang berperkara, adanya peluang keberatan sebagai upaya hukum merupakan
ruang yang diberikan oleh undang-undang untuk meninjau dan menilai bagaimana
putusan penyelesaian sengketa diluar pengadilan ditetapkan.
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Terbukanya peluang keberatan terhadap putusan BPSK itu sendiri merupakan
penegakan hukum yang sudah seharusnya. Peluang keberatan terhadap putusan
arbitrase BPSK terbuka selebar-lebarnya, yang menjadi inti dari keberatan tersebut
adalah apakah konsumen dapat membuktikan bahwa badan penyelesaian sengketa
diluar sana telah menerapkan dan memberikan pertimbangan hukum yang cukup
serta menerapkan hukum sebagaimana mestinya.2 Sehingga keberatan tidak dapat
dilihat hanya dari satu sisi yaitu kelemahan atau peluang yang terlihat negatif dari
suatu undang-undang yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam mencari
keadilan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan yang kemudian memiliki lubang
terhadap undang-undang itu sendiri.
Dimana lubang yang dimaksud adalah peluang keberatan terhadap putusan
yang disebut bersifat final dan mengikat namun pada kenyataannya dapat digugurkan
apabila salah satu pihak yang beperkara menganggap putusan tersebut tidak berhasil.
Disisi lain peluang adanya keberatan itu sendiri dapat dilihat sebagai suatu sisi
penegasan pencarian keadilan yang dapat menggali lebih dalam apakah putusan yang
dikeluarkan telah menerapkan dan memberikan pertimbangan hukum yang tepat
sehingga memperoleh putusan yang sebagaimana mestinya.
Mekanisme keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK yang diatur dalam
Undang-undang Perlindungan Konsumen dimulai dari Pasal 45 ayat (4) yang
memaparkan bahwa apabila telah dipilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan
2 Kasianus Telaumbanua., Hakim di Pengadilan  Makassar, Wawancara. Makassar, 21 Juni
2017.
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hanya dapat ditempuh dengan jalur tersebut kecuali terdapat pihak yang menganggap
upaya penyelesaian sengketa tersebut tidak berhasil. Tidak berhasil memiliki arti
adanya pihak yang meragukan hasil dari putusan itu sendiri, yang membuat salah satu
pihak yang bersengketa mengajukan keberatan.3 Meski ketidakberhasilkan tersebut
memiliki peluang manipulasi oleh pihak yang dirugikan dan berdampak pengajuan
keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK yang kemudian berakhir dengan
penyelesaian di pengadilan.
Adanya kemungkinan dari manipulasi itu sendiri bukan berarti keberatan
merupakan jalan yang sudah pasti menghasilkan putusan yang berbeda dari putusan
arbitrase BPSK. Hasil putusan keberatan tersebut tergantung pada sejauh mana pihak
yang mengajukan keberatan dapat membuktikan bahwa BPSK tidak mengeluarkan
putusan berdasarkan hukum pada semestinya, atau sejauh mana pihak konsumen
dapat membuktikan bahwa BPSK telah sesuai dengan aturan yang berlaku.4
Penyelesaian perkara di BPSK memiliki waktu yang relatif singkat, yakni putusan
dikeluarkan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak gugatan diterima,
kemudian apabila terdapat pihak yang menganggap putusan tersebut tidak berhasil
dapat mengajukan keberatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang
Perlindungan Konsumen Pasal 56 ayat (2) yang memaparkan bahwa para pihak dapat
mengajukan keberatan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima
3Kasianus Telaumbanua., Hakim di Pengadilan  Makassar, Wawancara. Makassar, 21 Juni
2017.
4` Kasianus Telaumbanua., Hakim di Pengadilan  Makassar, Wawancara. Makassar, 21 Juni
2017.
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pemberitahuan putusan tersebut. Selanjutnya, pengadilan negeri wajib mengeluarkan
putusan keberatan dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak
diterimanya keberatan.
Mekanisme pengajuan keberatan terhadap putusan BPSK itu sendiri ada pada
PERMA Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Lahirnya peraturan terkait tata
cara pengajun keberatan tersebut semakin mempertegas bahwa keberatan merupakan
sesuatu yang pengaturannya perlu ditegakkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Dalam Pasal 1 ayat (1) memaparkan bahwa keberatan ini ditujukan bagi para pihak
yang tidak dapat menerima putusan yang dikeluarkan oleh BPSK. Persyaratan
pengajuan keberatan diatur pada Pasal 6, yang menjelaskan bahwa akan diterima
suatu keberatan apabila sesuai dengan persyaratan pembatalan terhadap putusan
arbitrase dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, yaitu:
1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan
dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat
menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu
pihak dalam pemeriksaan perkara.
Persyaratan terhadap pembatalan suatu putusan arbitrase pada umumnya sama
dengan keberatan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan BPSK. Sehingga
dalam peraturan tata cara mengajuan keberatan terhadap BPSK itu sendiri
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memasukkan pula aturan yang ada dalam Undang-undang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian sengketa yang sebelumnya memaparkan dapat diajukannya suatu
pembatalan putusan arbitrase meski putusan tersebut disebut sebagai suatu putusan
yang bersifat final dan mengikat.
B. Dasar analisa dan pertimbangan Hakim dalam putusan No.
02/pdt.BPSK/2012/PN. Mks. Yang masuk di Pengadilan Negeri Makassar
yang telah diproses sebelumnya di Badan Penyelesaian Sengketa Makassar
(BPSK)
Putusan nomor : 02/ Pdt.BPSK/ 2012/ PN.Mks. Menjelaskan pemohon
keberatan yaitu PT. Bakti Persada Perkasa mengajukan keberatan terhadap termohon
yakni Iche Hardinoingsih dalam surat gugatannya yang didaftarkan pada Tanggal 13
Juli 2012 dengan Nomor 02/ Pdt.BPSK/ 2012/ PN.Mks. dengan dalil-dalil:
Bahwa Pemohon keberatan tidak menerima dan sangat keberatan terhadap
putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar Nomor 37/
BPSK/ I/ 2012, Tertanggal 25 Juni 2012 yang amar putusannya sebagai berikut:
1. Mengabulkan gugatan penggugat/konsumen tanpa hadirnya pelaku usaha.
2. Menghukum pelaku usaha untuk menyerahkan SHM/ 20284/ Tamalate
kepada konsumen selaku penggugat sebagai konsekuensi pelunasan harga
tanah dan bangunan rumah objek jual beli tanpa suatu syarat dan beban
apapun.
3. Menyatakan pelaku usaha telah melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 7
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huruf a, b, Pasal 9 huruf k, Pasal 10 huruf b, c, Pasal 19 ayat (1), (2), (3)
Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
4. Menghukum pelaku usaha untuk membayar biaya sengketa sebesar
Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
Bahwa keputusan BPSK sebagaimana tersebut diatas telah disampaikan pada
tanggal 25 Juni 2012, dan karena Pelaku Usaha atau kuasa hukum tidak hadir maka
dengan demikian Putusan BPSK Kota Makassar harus diberitahukan (relaas) kepada
Pelaku Usaha. Bahwa adapun foto copy Putusan BPSK Kota Makassar No. 37/
BPSK/ I// 2012, tanggal 25 Juni 2012 (Kuasa Hukum Pelaku Usaha) baru terima dari
Karyawan P.T. Bakti Perkasa Persada pada tanggal 02 Juli 2012. Bahwa
pemohon/tergugat telah mengajukan memori keberatan terhadap putusan tersebut dan
diterima oleh kepaniteraan pengadilan negeri makassar pada Tanggal 13 Juli 2012.
Bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999
menyatakan “para pihak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri
paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan
tersebut”.
Bahwa terhadap putusan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mengajukan
keberatan karena dalam proses penentuan keputusan terhadap suatu pelanggaran
aspek formal dan terkandung suatu keterangan tidak sebagaimana sebenarnya,
sehingga keputusan BPSK telah cacat hukum selanjutnya mutlak harus dibatalkan.
Bahwa pelanggaran aspek formal dalam prosedur penyelesaian sengketa di
BPSK dan bahkan terkandung suatu keterangan tidak sebagaimana sebenarnya
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berdasarkan pada dalil-dalil dan fakta-fakta sebagai berikut:
1. Bahwa BPSK Kota Makassar tidak memberitahukan Putusan  BPSK
kepadaPemohonKeberatan dahulu/ Pelaku Usaha, namun Pemberitahuan
Putusan tersebut melalui  Karyawan dari Pemohon Keberatan  dahulu
Teradu/PelakuUsaha;
2. Bahwa pemeriksaan sengketa konsumen di BPSK Kota Makassar adalah
kurang pihak, Permohonan Pemeriksaan Pelanggaran Sengketa Konsumen
yang dimohonkan oleh Ibu Iche Hardiningsih (Konsumen) tidaklahlah
lengkap karena tidak melibatkan pihak P.T. Bank BNI (Persero) Makassar.
Alasannya : didepan persidangan BPSK Kota Makassar telah terbukti
sempurna bahwa objek perkara yaitu Sertipikat Hak Milik No. 20284/
Tamalate hingga kini masih menjadi objek agunan (Hipotek)  pada P.T.
Bank BNI (persero) Makassar. Dengan demikian keberadaan sertipikat
tersebut di Bank adalah sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Bank
berdasarkanketentuan UU Perbankan, dan pihak Pelaku  Usaha ( Drs. La
Tunreng, MM.)  tidak berhak  menariksertipikat tersebutdari Bank kecuali
atas persetujuan resmi dari P.T. Bank BNI (persero) Makassar; bahwa apa
yang dituntut oleh pihak konsumen dan telah dibenarkan oleh majelis BPSK
Kota Makassar - agarPelaku Usaha menyerahkan Sertipikat  Hak Milik No.
20284/Tamalate tidak  akanmungkin  bisa dilaksanakan oleh  pelaku
usahamengingat keberadaan Sertipikat tersebut berada dalam wewenang
otoritas  perbankan P.T. Bank  BNI (Persero) Makassar;
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3. Bahwa permohonan pemeriksaan sengketa konsumenyang dimohonkan oleh
IbuIcheHardiningsih (Konsume) adalah kabur dan tidak jelas, Alasannya:
Pihak Konsumen menuntut agar Pelaku Usaha menyerahkan Sertipikat Hak
Milik No. 20284/Tamalate, sedangkan Sertipikat Hak Milik No.
20284/Tamalate tersebut tercatat sah atas nama Drs. La Tunreng, MM.,
berarti bukan atas nama Iche Hardiningsi. Tuntutan pihak Konsumen untuk
penyerahan Sertipikat yang bukan atas namnya adalah tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa BPSK Kota Makassar telah salah menerapkan hukum, sehingga
BPSK Kota Makassar memerintahkan Pemohon Keberatan dahulu Teradu/
pelaku Usaha  untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 20284
kepadaTermohon Keberatan dahulu Pengadu/Konsumen
Dalam gugatannya penggugat mengajukan permohonannya yaitu
1. Menerima keberatan dari pelaku usaha ini karena benar dan berdasarkan
hukum;
2. Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)
Pemerintah Kota Makassar Nomor : 37/ BPSK/ I/ 2012, tanggal 25 Juni
2012;
3. Menolak, setidak-tidaknya menyatakan Permohonan Pemeriksaan
Pelanggaran Sengkete Konsumen yang dimohonkan oleh Konsumen tidak
dapat diterima.
Bahwa maksud dan tujuan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu
Teradu/ Pelaku Usaha adalah sebagaimana diuraikan ditas;
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Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Keberatan terhadap
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar dari
Pemohon Keberatan Dahulu Teradu/ Pelaku Usaha, Majelis Hakim terlebih dahulu
akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal, sebagai berikut:
1. Apakah Pengadilan Negeri Makassar berwenang secara relative untuk
memeriksa dan mengadili Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar Nomor : 37/BPSK/I/2012
tanggal 25 Juni 2012 ?
Bahwa untuk mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Makassar
berwenang untuk memeriksa dan mengadili Keberatan terhadap Putusan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Makassar Nomor : 37/BPSK/I/2012
tanggal 25 Juni 2012, majelis Hakim akan mensitir ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1)
PERMA Nomor 01 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap
Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yang  berbunyi : “Keberatan
terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku Usaha dan /atau Konsumen
kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan Hukum  konsumen tersebut”
Bahwa dalam perkara ini yang berkedudukan sebagai Konsumen adalah
Termohon Keberatan dahulu Pengadu, dan setelah Majelis Hakim memeriksa berkas
perkara berikut Putusan BPSK, ternyata Termohon keberatan dahulu
Pengadu/Konsumen bertempat tinggal di Kompleks Perumahan Malombasang, Town
House Blok D, Nomor 3A, Makassar, yang merupakan wilayah hukum atau
yurisdiksi Pengadilan Negeri Makassar;
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Bahwa oleh karena Termohon Keberatan dahulu Pengadu/Konsumen
bertempat kedudukan atau bertempat tinggal di wilayah hukum atau yurisdiksi
Pengedilan Makassar, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PERMA
Nomor 01 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Makassar berwenang sevara relative untuk
memeriksa dan mengadili Keberatan yang diajukan oleh pemohon Keberatan dahulu
Teradu/Pelaku Usaha.
2. Apakah Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Teradu/
Pelaku Usaha tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh
undang-undang dan peraturan terkait.?
Bahwa untuk mempertimbangkan jangka waktu pengajuan Keberatan, Majelis
Hakim akan mensitir ketentuan dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 8
Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya dalam Putusan ini
akan disebut sebagai “UU Perlindungan Konsumen”), dihubungkan dengan Pasal 1
angka 4 dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah agung RI Nomor 01 Tahun 2006
Tentang Tata Cara pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian
Sengketa Konsumen (yang selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut sebagai
“PERMA Nomor 01 Tahun 2006”) dan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Keputusan
Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI Nomor : 350/ MPP/ Kep/ 12/ 2001
Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
(yang selanjutnya dalam Putusan ini akan disebut sebagai “Kepmenperindag Nomor
350 Tahun 2001”), sebagai berikut :
Pasal 56 ayat (2) UU Perlindungan Konsumen, yang berbunyi : “Para pihak
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dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat
belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut”. Pasal 1 angka
4 dan Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2006, yang berbunyi : “ Hari adalah
hari kerja “.“keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari
terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan Putusan
BPSK”.
Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Kepmenperindag Nomor : 350 Tahun 2001,
yang berbunyi : “ Dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitungsejak Putusan
BPSK diberitahukan, konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib
menyatakan menerima atau menolak Putusan BPSK”.
“Konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat
mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu
(empat belas) hari kerja terhitung keputusan BPSK diberitahukan”.
Dari aturan-aturan hukum sebagaimana tersebut diatas, dapat disimpulkan
bahwa Putusan BPSK dapat diajukan Keberatan kepada Pengadilan Negerti selambat
lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak Putusan BPSK
diberitahukan kepada Para Pihak;
Setelah majelis Hakim mempelajari keseluruhan berkas dalam perkara ini,
Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha
adalah badan hukum (legal/rech person), sehingga terhadap pemberitahuan Putusan
BPSK Kota Makassar pada hari senin, tanggal 02 Juli 2012 melalui karyawan
Pemohon Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha adalah suatu bentuk pemberitahuan
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yang sah , dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan
dahulu Teradu/Pelaku Usahapada hari senin, tanggal 02 Juli 2012, maka batas waktu
terakhir pengajuan Keberatan terhadap Putusan BPSK tersebut adalah pada hari
Jumat, tanggal 20 Juli 2012 ;
Bahwa oleh karena batas waktu terakhir pengajuan Keberatan adalah tanggal
20 Juli 2012, namun sebelum tanggal dan terakhir itu, yaitu pada hari Jumat 13 Juli
2012, pemohon Keberatan dahulu Teradu/ Pelaku Usaha telah mengajukan
Keberatan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Keberatan terhadap Putusan
BPSK yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Teradu/ Pelaku Usaha belum
melampaui batas waktu yang telah ditentukan, atau dengan kata lain, Keberatan
terhadap Putusan BPSK yang diajukan oleh pemohon keberatan Pelaku Usaha
diajukan dalam tenggang waktu menurut ketentuan undang-undang dan peraturan
pelaksanaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Keberatan yang
diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu Teradu/ Pelaku Usaha dapat diterima
secara formil untuk dipertimbangkan lebih lanjut.
Bahwa oleh karena keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan dahulu
Teradu/ Pelaku Usaha dapat diterima secara formil, maka selanjutnya majelis Hakim
akan mempertimbangkan Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Teradu/ Pelaku
Usaha adalah sebagai berikut :
1. Bahwa BPSK tidak memberitahukan Putusan BPSK kepada Pemohon
Keberatan dahulu Teradu/ pelaku Usaha, namun pemberitahuan Putusan
tersebut melalui karyawan dari Pemohon Keberatan dahulu Teradu/ Pelaku
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Usaha;
2. Bahwa pemeriksa sengketa Konsumen di BPSK Kota Makassar adalah
kurang pihak;
3. Bahwa pemeriksa sengketa konsumen di BPSK kota Makassar adalah kabur
dan tidak jelas;
4. Bahwa BPSK Kota Makassar telah salah menerapkan Hukum, sehingga
BPSK Kota Makassar memerintahkan Pemohon Keberatan dahulu Teradu/
Pelaku Usaha untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik Nomor 20284
kepada Termohon Keberatan dahulu Pengadu/Konsumen.
Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari alasan-alasan Keberatan
sebagaimana tersebut diatas, ternyata alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh
Pemohon Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha adalah alasan-alasan keberatan
diluar ketentuan dalam Pasal 6 ayat (3) PERMA Nomor 01 Tahun 2006, sehingga
apabila ternyata alasan-alasan keberatan tersebut berdasar menurut hukum, maka
Majelis Hakim akan membatalkan Putusan BPSK Kota Makassar Nomor: 02/
Pdt.BPSK/ 2012/ PN.Mks. dan selanjutnya Majelis Hakim akan mengadili sendiri
sengketa konsumen antara pemohon keberatan dan termohon keberatan sebagaimana
amanah dalam ketentuan Pasal 6 ayat (5) PERMA Nomor 01 Tahun 2006, dan
sebaliknya, apabila alsan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dahulu
Teradu/Pelaku Usaha adalh tidak berdasar menurut hukum, maka majelis Hakim
akan menolak keberatan dan selanjutnya Majelis Hakim akan menguatkan Putusan
Kota Makassar Nomor : 02/ pdt. BPSK/ 2012/PN.Mks.
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Bahwa terhadap keberatan 1. Bahwa BPSK tidak memberitahukan Putusan
BPSK kepada Pemohon Keberatan dahulu Teradu/ pelaku Usaha, namun
pemberitahuan Putusan tersebut melalui karyawan dari Pemohon Keberatan dahulu
Teradu/ Pelaku Usaha; Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai beriku :
Bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari keseluruhan berkas dalam perkara
ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa kapasitas Drs. La Tunreng, MM. adalah
selaku direktur yang bertindak untuk dan atas nama Perseroan, sehingga pemohon
keberatan dahulu adalah badan hukum (legal entity/recht person) maka terhadap
pemberitahuan Putusan BPSK Kota Makassar padsa hari Senin, tanggal 02 Juli 2012
melalui karyawan Pemohon keberatan dahulu adalah suatu bentuk pemberitahuan
yang sah, maka alasan keberatan 1 adalah tidak berdasar menurut hukum maka alasan
keberatan 1 dinyatakan ditolak;
Bahwa terhadap alasan 2. Bahwa pemeriksa sengketa Konsumen di BPSK
Kota Makassar adalah kurang pihak; Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai
berikut
Menimbang, bahwa hubungan hukum dalam perkara ini adalah hubungan
hukum jual beli sebidang tanah berikut rumah diatasnya Type 140/ 120 (Edelweis
sebagaimana dimaksud dengan Sertipikat Hak Milik Nomor : 20284/ Tamalate
seharga Rp. 550.000.000,-(Lima ratus lima puluh juta rupiah), dalam hubungan
hukum tersebut yang bertindak selaku penjual / Pelaku Usaha adalah pemohon
keberatan, sedangkan yang bertindak selaku pembeli/ Konsumen adalah Termohon
keberatan terikat dalam sebuah perjanjian dalam Pengikatan Jual Beli, dan setelah
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Majelis Hakim mempelajari Perjanjian Pengikatan Jual Beli tersebut, didalamnya
tidak terdapat pihak lain yang terkait dalam hubungan hukum antara Pemohon
Keberatan dan Termohon Keberatan,
Bahwa oleh karena Penyelesaian Sengketa Konsumen oleh BPSK Kota
Makassar dalam perkara ini tidak kurang pihak maka alasan keberatan 2 adalah tidak
berdasar menurut hukum maka alasan keberatan 2 dinyatakan ditolak.
Bahwa terhadap alasan keberatan 3. Bahwa pemeriksa sengketa konsumen di
BPSK kota Makassar adalah kabur dan tidak jelas; Majeli Hakim mempertimbangkan
sebagai berikut :
Setalah Majelis Hakim mempelajari keseluruhan berkas dalam perkara ini,
Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pokok permasalahan yang telah
dipertimbangkan dan diputus oleh nBPSK Kota Makassar adalah sebagai berikut :
1. Bahwa sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha adalah hubungan
hukum jual beli sebidang tanah berikut rumah diatasnya Type 140/ 120
(Edelweis) sebagaimana dimaksud dengan Sertipikat Hak Milik Nomor :
20284/ Tamalate seharga Rp. 550.000.000,-(Lima ratus lima puluh juta
rupiah);
2. Bahwa permasalahn yang terjadi adalah Konsumen mengharapkan SHM
No. 20284/Tamalate yang merupakan dokumen atau surat berharga atas
objek jual beli tersebut untuk segerah diserahkan oleh Pelaku usaha
setelah pembayaran angsuran terakhir yang jatuh tempo pada 255 Agustus
2012, namun Pelaku Usaha enggan, karena SHM No. 20184/Tamalate
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masih dalam keadaan dijaminkan pada PT. Bank BNI Cabang Makassar;
Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim
berpendapat alasan keberatan 3. Adalah tidak berdasarmenurut hukum, dan oleh
karena itu Keberatan 3. Dinyatakan ditolak.
Bahwa terhadap alasan Keberatan 4. Bahwa BPSK Kota Makassar telah salah
menerapkan Hukum, sehingga BPSK Kota Makassar memerintahkan Pemohon
Keberatan dahulu Teradu/ Pelaku Usaha untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik
Nomor 20284 kepada Termohon Keberatan dahulu Pengadu/Konsumen, Majelis
Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:
Bahwa terhadap tuntutan Konsumen agar SHM No. 20284/Tamalate yang
merupakan dokumen atau surat berharga atas objek jual beli tersebut untuk segera
diserahkan oleh Pelaku Usaha kepada Konsumen setelah pembayaran angsuran
terakhir yang jatuh tempo pada 25 Agustus 2012 adalah tuntutan yang berdasar
menurut hukum, karena dalam jual beli benda tetap berupa tanah, setrelah
pembayaran atas harga jual beli dibayar lunas, penjual/ Pelaku Usaha berkewajiban
menyerahkan segala dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek jual beli
berupa tanah untuk dilakukan proses peralihan ha katas tanah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran
tanah,
Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Konsumen agar SHM No. 20284/
Tamalate yang merupakan dokumen atau surat  berharga atas objek jual beli untuk
segera diserahkan oleh pelaku usaha kepada konsumen setelah pembayaran angsuran
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terakhir yang jatuh tempo pada 25 Agustus 2012 adalah tuntutan yang berdasar
menurut hukum, maka alasan keberatan 4. adalah tidak berdasar menurut hukum,
maka alasan keberatan 4. Dinyatakan ditolak.
Bahwa oleh karena Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Teradu/Pelaku
Usaha ditolak untuk seluruhnya, dan ternyata Putusan BPSK Kota Makassar telah
mempertimbangkan segala sesuatunya dengan tepat dan benar,sehingga tidak ada
alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan Putusan BPSK Kota Makassar
Nomor : 02/ Pdt. BPSK/ 2012/ PN.Mks., dan oleh karena itu Putusan BPSK tersebut
harus dikuatkan.
Dan dikarenakan dari permohonan tersebut serta dengan melalui proses
persidangan di pengadilan negeri makassar sebagaimana mestinya majelis hakim
dalam amar putusannya mengadili :
1. Menolak Keberatan dari Pemohon Keberatan dahulu Teradu/Pelaku Usaha
untuk seluruhnya;
2. Menguatkan Putusan BPSK Kota Makassar Nomor:
02/Pdt.BPSK/2012/PN.Mks. tanggal 25 Juni 2012;
3. Menghukum Pemohon Keberatan dahulu Teradu/ Pelaku Usaha untuk
membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286. 000, - (dua ratus delapan
puluh enam rupiah).
Putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis Tanggal 30 Agustus 2012 oleh
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Johny.J.H.Simanjuntak, S.H.,. sebagai
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Ketua Majelis Nathan Lam’be, S.H,. M.H Frangky Tambuwun, S.H,.M.H masing-
masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan
yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh Alid Burhan,S.H sebagai panitera
pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon keberatan dan kuasa termohon
keberatan.
Keberatan yang diajukan Pemohon pada dasarnya merupakan hal lumrah.
Karena peluang keberatan itu sendiri terbuka selebar-lebarnya demi keadilan yang
dicari.
Keberatan itu pun tidak dapat dikatakan sebagai gugatan baru maupun
banding, melainkan sebuah upaya hukum. Upaya hukum keberatan guna
memperbaiki putusan yang dianggap tidak benar atau tidak sesuai dengan undang-
undang.5 Akan tetapi dengan adanya peluang keberatan terhadap suatu upaya
penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti pada arbitrase dapat mempengaruhi
minat masyarakat untuk menyelesaikan perkara melalui arbitrase karena tidak adanya
kepastian hukum yang diinginkan.







Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan bahwa :
1. Mekanisme upaya keberatan terhadap putusan Badan Penyesaian Sengketa
Konsumen di Pengadilan Negeri Makassar dapat dilakukan apabila terdapat
salah satu pihak yang beperkara menganggap bahwa putusan arbitrase BPSK
tidak berhasil sehingga dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri
Makassar dengan syarat telah dipenuhinya persyaratan pengajuan keberatan
yang ada pada Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2006 yaitu surat atau
dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan,
diakui palsu atau dinyatakan palsu, setelah putusan arbitrase BPSK diambil
ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh
pihak lawan, atau putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan
oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan perkara. Setelah terpenuhinya
persyaratan pemohon keberatan dapat mengajukan keberatan dan pengajuan
keberatan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yakni 14 (empat
belas) hari sejak putusan arbitrase diumumkan dan jika pengadilan negeri
menerima pengajuan keberatan maka dalam waktu paling lama 21 (dua puluh
satu) hari akan diberikan putusan sehingga mekanisme dari upaya hukum
keberatan itu sendiri berjalan lebih cepat jika dibandingkan dengan gugatan
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baru maupun banding yang memerlukan waktu yang lebih lama.
2. Analisis penilaian hakim terkait keberatan terhadap putusan badan
penyelesaian sengketa diluar pengadilan merupakan hal yang wajar demi
kepastian hukum. Menurut hakim yang pernah menangani kasus serupa,
keberatan terhadap putusan arbitrase yang masuk di pengadilan negeri tidak
dapat dikatakan gugatan baru maupun banding, keberatan tersebut adalah
upaya hukum yang ditempuh khusus untuk keberatan terhadap putusan
arbitrase badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Dimana
inti dari upaya hukum keberatan itu sendiri terletak pada sejauh mana
konsumen dapat membuktikan bahwa badan penyelesaian sengketa diluar
pengadilan telah menerapkan dan memberikan pertimbangan hukum yang
cukup serta menerapkan hukum sebagaimana mestinya.
B. SARAN
Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba untuk memberikan saran
sebagai solusi atas permasalahan yang ditemukan, yaitu:
1. Diperlukannya sosialisasi terkait mekanisme pengajuan keberatan terhadap
putusan arbitrase badan penyelsaian sengketa konsumen sehingga pengertian
final dan mengikat dari suatu putusan dapat diartikan lebih jauh.
2. Diperlukannya lebih banyak hakim yang berkualifikasi terkait perlindungan
konsumen sehingga dapat menangani kasus keberatan terhadap putusan
BPSK yang masuk ke Pengadilan Negeri Makassar, dikarena hakim yang
pernah menangani perkara keberatan sebagian besar adalah hakim yang telah
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pensiun, dan hanya terdapat satu hakim yang pernah menangani kasus
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